
 

 
 

                                       

 

                                      

                                 

                                Laporan Investigatif  

                                 Diterbitkan Juni 2018  

 

 

 

Eyes on The Forest (Eo F) merupakan koalisi LSM di Riau, Sumatra: WALHI Riau, Jikalahari ñJaringan Kerja Penyelamat Hutan 

Riauò dan WWF- Indonesia Program Sumatra Tengah.  

EoF juga membentuk jaringan kelompok anggota di Sumatra (KKI Warsi)  dan Kalimantan : Environmental Law Clini c, Lembaga 

Gemawan, JARI Indonesia Borneo Barat, Kontak Rakyat Borneo, POINT, Swa ndiri Institute , Yayasan Titian,  Gapeta Borneo  dan 

WWF-Indonesia Program Kalimantan Barat.  

EoF memonitor deforestasi dan status dari hutan alam yang tersisa di Sumatra dan Kal imantan dan mendiseminasi informasi 

secara luas.  

 

Untuk lebih banyak informasi tentang Eyes on the Forest, sila kunjungi:  

Website EoF: EoF website: http://www.eyesontheforest.or.id  

Peta interaktif EoF: http://maps.eyesontheforest.or.id  

Email: editor(at)eyesontheforest.or.id  

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

      

 

Cukup sudah!  
waktunya memulai aksi nyata  meng hentikan deforestasi  
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Sampul depan :  
Pemandangan dari udara, kebun sawit ilegal dan sisa hutan alam yang menyusut di 

Taman Nasional Tesso Nilo, Riau. F oto  diambil Eyes on the Forest  di lokasi 

S0°5'59.59" dan E101°36'44.94" pada 21 November 2013.  
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RINGKASAN EKSEKUT I F --  Laporan ñCukup Sudahò, Eyes on the Forest 

2018  

Pada Mei 2016, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membentuk gugus 
tugas multi -parapihak guna merevitalisasi Taman Nasional Tesso Nilo  (TNTN)  dan ekosistem 
Tesso Nilo yang lebih besar. Tujuan utama tim RETN salah satunya adalah  mengeluarkan 
pekebunan sawit illegal yang menempati 75% luas taman nasional, guna menjamin pabrik 
kelapa sawit (PKS) di sekitar Tesso Nilo tidak mengambil Tandan Buah Segar (TBS) dari 
perkebunan illegal . Serta meyakinkan perusahaan sekitar nya yang tersangkut  agar 
mendukung rehabilitasi dan restorasi di Tesso Nilo.  Dalam mendukung gugus tugas  RETN, 
Eyes on the Forest (EoF) menginvestigasi aliran TBS illegal dari TNTN  pada Juni, Juli dan 
Agustus 2017 guna menentukan apakah kelompok ñ4 Besarò ï Wilmar, Musim  Mas, Golden 
Agri -Resources dan Royal Golden Eagle/Apical ï men gikuti arahan  Sekretaris Jenderal KLHK 
untuk menghentikan pembelian TBS illegal di TNTN. Semua tersangkut pada  investigas i 
sebelumnya dan mustinya sangat sadar akan resiko ini.  
 
Industri sawit mengakibatkan deforestasi parah di Indonesia.  Analisa citra satelit oleh EoF 
menemukan 44 juta hektar lahan di Pulau Sumatera yang ditutupi 25 juta hektar (57%), 
dimana hutan alam pada 1985 telah hilang 56% selama 31 tahun dan hingga 2016 hanya 
tersisa 11 juta hektar (25%).  
 
Sumatera me rupakan lokasi produksi utama minyak sawit untuk Grup 4 Besar . Mereka 
memiliki hampir separuh dari total kapasitas penyulingan Indonesia dan Malaysia  dan 
tersangkut  dengan lebih dari 75% perdagangan minyak sawit global . Seja k 2011,  grup -
grup tersebut telah mempublikasikan kebijakan nol deforestasi dan meneken Tekad Nol 
Deforestasi bersama, termasuk pada 2014 di Pertemuan Puncak Perserikatan Bangsa -
Bangsa  ñDeklarasi New York soal Hutanò. Indonesian Palm Oil Pledge  dibubarkan s etelah 
tekanan Pemerintah pada Juni 2016, dan Manifesto Sawit Lestari. Saat ini, 74% dari total 
kapasitas penyulingan di dua negara utama di dunia dioperasikan oleh grup -grup 
perusahaan dengan kebijakan ñTanpa Deforestasi Tanpa Gambut Tanpa Eksploitasi.ò 
 
Bagaimanapun, terlepas dari komitmen kertas yang mengesankan ini, blok hutan di 
kawasan semakin mengecil tersisa , sehingga  hanya blok sangat  bernilai yang dikonversi 
jadi  kebun sawit . Banyak dari habitat tersisa satwa sangat terancam seperti harimau, gajah  
dan orangutan, serta di atas lahan gambut kaya karbon yang mudah terbakar di Sumatera 
dan Kalimantan.  Tandan Buah Segar (TBS) dari kebanyakan perkebunan sawit yang 
dikembangkan secara ilegal, dibeli oleh pabrik kelapa sawit (PKS) yang jumlahnya semakin 
me ningkat .  
 
Ekspansi kapasitas penyulingan terus -menerus industri sawit makin menambah permintaan 
akan CPO dan puncaknya, TBS. Investigasi EoF dan kehadiran pabrik kelapa sawit 
independent dalam rantai pasok mereka adalah indikasi bahwa Si 4 Besar tidak cuk up 
mengendalikan TBS apakah diketahui asal -usulnya sah dan lestari. Dan mereka sangat 
tergantung pasokan tak teruji dari produsen dan agen pihak ketiga. Menariknya, ketika EoF 
mengontak 4 Besar soal persentase pasokan dari pihak ketiga yang memasuki fasili tas 
pengolahan mereka dan ketelusuran TBS  keseluruhan, mereka tidak memberikan data 
(Wilmar) atau menyatakan data seperti ini tidak tersedia.  Digabungkan dengan ilegalitas 
meluas pengembangan kebun sawit di Riau dan grup 4 Besar dan lainnya kekurangan sis tem 
menelusuri TBS, produk minyak sawit dunia terus menjadi rentan tercampur i TBS ilegal.    
 
Agen -agen dan PKS pihak ketiga merupakan titik - titik terlemah dalam sistem. Temuan -
temuan EoF menunjukkan  bahwa agen yang mengirimkan TBS ke pabrik sawit telah 
men getahui soal terlarangnya TBS yang mereka dagangkan dan mencoba men yembunyikan 
asal  sebenarnya dengan, misalnya, mengklaim bahwa itu berasal dari kebun sawit legal ;  
ataupun membawanya dengan rute -rute ber jarak lebih jauh sebelum mengantarkannya . 
Atau pun, mengganti nomor plat truk dengan nomor lain. Temuan - temuan menyorot 
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bagaimana pentingnya secara kritis bagi pabrik CPO untuk melacak asal -usul asli TBS yang 
dikirimkan ke pabrik oleh agen -agen, sehingga ilegalitas dan TBS diproduksi/dipanen secara 
tak lest ari bisa diidentifikasi, dipisahkan dan dibuang.  
 
Upaya -upaya kini tidak cukup. Data pelacakan TBS yang dipersyaratkan oleh perusahaan 
seperti Apical dan Wilmar tidaklah memadai. Pendekatan Wilmar terkini guna menelusuri 
pasokannya ke level perkebunan bah kan tidak mewajibkan agen untuk melaporkan ñGPSò 
atau ñkawasan tanamò dari TBS yang mereka pasok.  Kesukaan para agen mengantarkan 
TBS ilegal dan/atau tidak lestari  semakin meningkat dengan lebih dan se makin banyaknya 
TBS ilegal menjadi online  dan perkebun an dikembangkan secara ilegal menjadi matang  
usianya , dengan para penanam ilegal makin susah  menjual produk mereka sendiri  secara 
langsung  dengan harga pasaran. Dimana para agen mencoba mencari TBS sebanyak dan 
semurah mungkin guna meningkatkan marjin  mere ka, dan   pabrik -pabrik enggan menolak 
TBS ilegal mereka atau bahkan enggan mene rapkan tindakan keras di tempat guna 
mengidentifikasinya karena mereka perlu mengisi kesenjangan pasokan TBS  mereka.   
 
Tanpa kelompok 4 Besar sejatinya berkomitmen untuk tidak  lagi membeli dan menjual 
produk ilegal dan membangun sistem yang pintar  guna mencapai 100% ketelusuran TBS . 
Dan  tanpa Si 4 Besar berkomitmen hanya untuk ber ekspansi kapasitas mereka menurut 
ketersediaan TBS dan CPO legal , dan  mereka bisa mengendalika n leb ih daripada kuantitas 
besar  TBS dan CPO ilegal yang  men yasar di pasar . M aka mereka akan terus mengirimkan 
produk ilegal  dan tercampur  kepada dunia . D an komitmen mereka kepada konservasi dan 
kebijakan nol deforestasi akan tampak makin menganga , seperti haln ya pertarungan para 
CEO untuk masuk daftar miliuner sawit majalah Forbes. Perusahaan -perusahaan harus 
menginvestasikan secara serius guna  menjamin  legalitas pasokan dan mereka secara jelas 
tidak melakukan hal demikian  secara memadai . 
 
 
Betapa mudah CPO ter campur dari jarak beberapa kilometer dalam satu Kawasan bisa 
mencemari pasokan sawit dunia menjadi jelas dalam investigasi acak EoF. Sejak 2011, EoF 
mengidentifikasi 22 PKS membeli TBS ilegal yang dipanen di dalam kompleks Tesso Nilo 
dan lansekap Bukit Tig apuluh. EoF menemukan 4 Besar terus tersangkut  dalam 
perdagangan TBS ilegal dan CPO tercampur dari dua Kawasan itu pada 2017.  
 
Dalam laporan 2016, EoF menulis bahwa ñTak ada yang amanò dari pembelian produk 
minyak sawit tercampur. Tahun ini, sebagai tambah an untuk si 4 Besar, EoF menemukan 
21 dari 22 pabrik tersangkut  di antara para pemasok dari banyak pedagang dan pemakai 
penting dunia dengan komitmen mereka akan nol deforestasi: AAK, ADM, Bunge, Cargill, 
Colgate -Palmolive, General Mills, Mar s, MondelƉz, Neste, Nestlé, Olam, Proctor & Gamble, 
Reckitt Beckiser and  Unilever.  Sejumlah pembeli ini ditemukan membeli minyak sawit dari 
pabrik tersangkut  melalui pemasok langsung termasuk AAK, ADM, Apical, Cargill, Bunge 
Loders Crocklaan, Fuji Oil, GAR , Musim Mas  ( ICOF) , IOI, Louis Dreyfus, Sime Darby 
Plantation dan Wilmar. Melalui produk tercampur  yang mereka beli, mereka semua terjerat 
dengan deforestasi Sumatera tengah. EoF meyakini bahwa investigasinya hanya 
memperlihatkan puncak gunung es. Ketiadaa n filter pembelian di tingkat pabrik CPO sama 
dengan penggunaan TBS ditanam ilegal yang sepertinya terjadi di seluruh negeri, 
mencemarkan lebih banyak lagi pasokan global. EoF menghargai transparansi rantai pasok 
baru dari perusahaan yang disebut dalam lap oran ini ï namun bagaimana selanjutnya? EoF 
berharap bahwa koneksi yang teridentifikasi dalam investigasi kami akan membantu 
perusahaan mengembangkan rantai pasok legal dengan menghilangkan TBS diproduksi 
secara ilegal atau dengan pelanggaran komitmen nol deforestasi pada tingkat perkebunan 
dari rantai pasok mereka.  
 
Setelah bertahun -tahun komitmen, pasar masih mendorong konversi hutan menjadi 
minyak. Cukup sudah. Di tahun ke -delapan sejak kebijakan nol deforestasi pertama 
industri , sudah jelas perlunya ind ustri  dan masyarakat sipil meninjau ulang semua kerja 
rantai pasok dan pencapaian sejatinya di lapangan; guna mengarahkan lagi upaya masa 
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depan guna mencapai tujuan kenapa komitmen nol deforestasi sempat ñdiciptakanò: untuk 
menghentikan hilangnya Nilai Kon servasi Tinggi dan Stok Karbon Tinggi yang tersisa di 
Tesso Nilo dan Bukit Tigapuluh; dan untuk menuntaskan warisan minyak sawit dan memulai 
merestorasi sebagian dari Kawasan hutan berharga yang tersisa. Rekomendasi khusus EoF 
ada tersusun di dalam bagian ñKesimpulan dan Rekomendasi.ò 
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PENDAHULUAN 
 
Industri sawit telah men jadi amuk  deforestasi nan dramatis di Indonesia. Analisa citra satelit 
oleh EoF menemukan 44 juta hektar lahan di Pulau Sumatera yang ditutupi 25 j uta hektar 
(57%), hutan alam pada 1985 telah hilang 56% selama 31 tahun dan hingga 2016 hanya 
tersisa 11 juta hektar (25%).  
 
Sumatera menjadi tempat produksi utama minyak sawit untuk Si 4 Besar  ï Wilmar, Musim 
Mas, Golden -Agri Resources (GAR) dan Royal Go lden Eagle (Asian Agri dan Apical) -  dengan 
gabungan kapasitas penyulingan mereka mencapai 32,2 juta MT/tahun, hampir separuh 
(46%) dari total kapasitas penyulingan Indonesia dan Malaysia 1 . Menurut data 2016, 

Wilmar, Musim Mas dan GAR mengendalikan 75% dar i perdagangan minyak sawit global  2. 
Sejak 2011, grup -grup tersebut telah mempublikasikan kebijakan nol deforestasi 3, 4, 5, 6, 7 dan 

meneken tekad nol deforestasi bersama, termasuk pada 2014 di Pertemuan Puncak 
Perserikatan Bangsa -Bangsa ñDeklarasi New York soal Hutanò, 8 Indonesian Palm Oil Pledge  

(dibubarkan setelah tekanan Pemerintah pada Juni 2016)  9, dan Manifesto Sawit Lestari 10, 11. Saat 

ini, 74% dari total kapasitas penyulingan di dua negara utama di dunia dioperasikan oleh grup -

grup perusahaan dengan  kebijakan ñTanpa Deforestasi Tanpa Gambut Tanpa Eksploitasi.ò 12 

 
Bagaimanapun, terlepas dari komitmen kertas yang mengesankan ini, blok hutan di 
kawasan semakin mengecil tersisa dan hanya yang lebih bernilai yang dikonversi untuk 
kebun sawit serta tandan buah segar (TBS) mereka dibeli oleh pabrik kelapa sawit (PKS) ï 
apakah kawasan -kawasan dilindungi oleh Pemerintah atau tidak.  
 
Provinsi Riau  merupakan  produsen dan eksportir minyak sawit utama di  Indonesia ,  
beberapa  tahun belakangan terus  digerogoti  den gan deforestasi untuk pengembangan 
kebun sawit . Antara 2011 dan 201 5, WWF - Indonesia dan koalisi Eyes on the Forest (EoF) 
telah melaksanakan investigasi acak terhadap rantai pasok Tandan Buah Segar (TBS) yang 
ditanami secara tidak sah dari dua kawasan yang menghadapi deforestasi pesat, Taman 
Nasional Tesso Nilo  (TNTN, Peta 1 ), ñKoridor Harimau Bukit Batabuh  (KHBB) ò serta 
ñKawasan Hutan ò sekitarnya  (Box 1) .  I nvestiga si- investigasi ini telah menunjukkan banyak 
perusahaan, termasuk 4 Besar, terlibat dalam perd agangan TBS illegal dari kawasan ini 
dan/atau CPO atau produk sawit lainnya yang mungkin ñtercampur ò ketika TBS yang 
ditanami tidak sah diolah dan minyaknya disimpan bersama pasokan lainnya dari 
pengapalan dan/atau pemrosesan selanjutnya.  13, 14 , 15.  WWF da n EoF telah mengingatkan 4 

Besar itu berulangkali terhadap fakta -fakta ini.   
 
EoF menemukan Si 4 Besar tidak mengetahui asal -usul TBS untuk mayoritas CPO yang 
mereka suling. Tanpa pengetahuan ini, pelaksanaan kebijakan nol deforestasi mereka 
masing -masing jadi mustahil. Dalam banyak pertemuan dan balasan terhadap Laporan EoF 
tahun 2016,  ñTidak ada yang amanò, semua grup mengomentari kerumitan mencapai 100% 
ketelusuran TBS dan menyaring pasokan TBS illegal dari rantai pasok mereka 16 . Si 4 Besar 
jadi tahu mere ka secara langsung atau tidak langsung bertanggungjawab bagi kehancuran 
Nilai Konservasi Tinggi, Stok Karbon Tinggi blok hutan Indonesia yang tersisa.  Sawit adalah 
bisnis besar yang mudah menghasilkan satu tempat di antara miliuner top pengisi daftar 
Forb es bagi pemilik -pemilik grup. Namun guna menghindari resiko reputasi dan hukum, 
perusahaan juga harus membuat investasi menjadi penting guna mengawal -amankan  rantai 
pasok mereka dan mengeluarkan TBS ilegal dan CPO tercampur.  
 
Sejarah pengembangan kebun saw it di Provinsi Riau masih jadi daerah produ sen utama 
untuk industr i, yang sedang digerogoti oleh ilegalitas dan korupsi. Pada 2009, Dinas 
Perkebunan Provinsi Riau dan kabupaten mencatat 2,6 juta hektar kawasan kebun sawit. 
Pada 2010, Gubernur Riau waktu it u Rusli Zainal (kemudian ia masuk penjara karena 
korupsi tersangkut  industri pulp dan kertas) mengusulkan 3,5 juta hektar Kawasan Hutan 
dijadikan Kawasan Non -Hutan, dan banyak di antaranya agaknya sudah ditanam kebun 
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sawit ilegal saat itu. Menteri Kehutana n Zulkifli Hasan tahun 201 0 meluncurkan tim terpadu 
untuk mengkaji terhadap usulan Gubernur Riau dan hasilnya tahun 2012  menyetujui  
separuh usulan perubahan kawasan , yakni jadi 1.638.249 hektar . Hanya dua tahun 
kemudian Menteri yang sama mengakui 50% atau  dua juta hektar dari seluruh kebun sawit 
di Riau adalah  òilegal atau tidak punya izinò 17 dan menerbitkan   Kebijakan tertua ng pada 

Keputusan Menteri  Nomor 673/Menhut - II/2014 ,tanggal 8 Agustus 2014 18   guna melegalkan 
1.638.249 hektar kebun sawit ilegal deng an mengubah fungsi mereka dari Kawasan Hutan 19   
menjadi bukan Kawasan Hutan. Empat hari sebelum Menteri yang sama menerbitkan Surat 
Keputusan Tentang Kawasan Hutan di Riau (SK Nomor 878/Menhut - II/2014 tanggal 29 
September 2014)  20   Gubernur Riau waktu itu A nnas Maamun tertangkap tangan oleh 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga menerima suap dari pebisnis dan perusahaan 
kelapa sawit sebagai imbalan atas upaya akan melob i Menteri Kehutanan dalam menerima 
proposal mereka yakni akan mengubah fungsi Kawasan Hutan menjadi bukan kawasan 
hutan. Dis inyalir perusahaan yang menyuap Gubernur Riau saat itu perkebunan sawit 
mereka dalam kawasan hutan. Atas perbuatan tersebut d ia dihukum penjara 7 tahun  karena 
terlibat korupsi . 
 
Investigasi EoF 2016 21  terhadap 26 perke bunan sawit termasuk Wilmar dan GAR mencakup 

total 100.000 hektar menemukan banyaknya ketidaksahan dan kejanggalan. EoF 
merekomendasikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) guna mencabut 
perusahaan sawit yang secara terlarang menduduki Kawasa n Hutan dan mengembangkan 
kebun sawit disana sebelum terbitnya dua Keputusan Menteri Kehutanan.  
 
Industri penyulingan di Indonesia terus meningkatkan  kapasitas produksinya  tanpa melihat 
terjaminnya sumber akan asal TBS yang diketahui sah/lestari dan akibat nya adanya 
ketergantungan sangat besar terhadap pasokan pihak ketiga yang tak diketahui; bercampur 
dengan meluas nya  ketidaksahihan  pengembangan kebun sawit di Riau dan kekurangan 
sistem dalam melacak T BS oleh grup 4 Besar dan lainnya. Ini membuat mayoritas  pasokan 
sawit dunia rentan dengan produk sawit yang tercampur  dengan TBS ilegal. Mereka tumbuh 
di sejumlah habitat tersisa satwa yang terancam kritis seperti harimau, gajah dan 
orangutan, serta di atas lahan gambut kaya karbon yang mudah terbakar di Sumat era dan 
Kalimantan.  
 

Setelah Laporan ñTidak ada yang amanò tahun 2016, EoF menyorot lagi perdagangan TBS 
ilegal dan CPO tercampur  dari TNTN dan Kawasan Hutan sekitarnya, KLHK membentuk 
gugus tugas lintas parapihak bernama Revitalisasi Ekosistem Tesso Nilo (RETN), yang tediri 
dari KLHK, Pemprov Riau dan LSM termasuk anggota -anggota EoF , Yayasan Tesso Nilo  dan 
Mitra Insani. Adapun tujuan utama pembentuan tim RETN sebagai berikut:  

 ̧ Merevitalisasi ekostem Tesso Nilo, yang terdiri dari TNTN dan Kawasan Hutan sek itarnya 
dengan mengeluarkan kebun sawit illegal yang menempati 75% wilayah TNTN saja 
(Survey tim RETN, tahun 201 7; lihat Peta 1 ) .  

 ̧ Menjamin PKS di sekitar ekosistem Tesso Nilo  tidak mengambil pasok TBS dari kebun 
ilegal di dalam ekosistem.  

 ̧ Meyakinkan peru sahaan sekitar dan tersangkut  guna mendukung rehabitilitasi dan 
penghutanan kembali di ekosistem.    

 

Sejumlah tindakan diambil tim RETN tersangkut  pengambilan TBS illegal dari ekosistem :  

 ̧ 15 Jul i 2016: Dire ktorat Jenderal Penegakan Hukum mengirimkan surat  kepada 
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia  (GAPKI )  dan  Roun dtable  on Sustainable 
Palm Oil (RSPO) , dengan mendesak kedua kelompok agar mensyaratkan anggota 
mereka untuk tidak membeli TBS illegal dan/atau CPO tercampur .  

 ̧ 16 November 2016, KLHK dan tim  RETN mengadakan pertemuan dengan empat raksasa 
terdiri dari: Wilmar, RGE, GAR dan Musim Mas. Sekretaris Jendral KLHK meminta empat 
perusahaan untuk tidak membeli TBS dari kebun sawit illegal ditanam di ekosistem Tesso 
Nilo dan/atau CPO tercampur ; serta me nginformasikan mereka adanya sanksi jika 
mereka kedapatan mengambil dari kawasan terlarang itu;   
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¶ 17 Februar i 2017, Kapolda Riau mengedarkan surat himbauan ke 58 PKS sekitar 

ekosistem Tesso Nilo untuk tidak mengangkut dan/atau mengambil TBS dari kebun di 

dalam Kawasan Hutan termasuk TNTN 22 . 

 

 
Guna mendukung tujuan gugus tugas RETN, EoF menginvestigasi ketelusuran TBS ilegal 
dari TNTN antara Juni hingga Agustus 2017. Saat ini, dari 8 2.471 hektar taman nasional  
dicakupi sekitar 36.000 hektar (44%) perkebunan s awit, sebagian masih tumbuh untuk 
dipanen (Peta 1). ,  Apakah korporat 4 Besar mengikuti perintah Sekretaris Jenderal KLHK? 
Apakah mereka masih menerima TBS dari TNTN dan/atau CPO tercampur ? Dan bagaimana 
soal Hutan lindung?  Kemana TBS ilegal dari Hutan Li ndung Bukit Batabuh dibawa ?  
 
Pada 2017 EoF juga mengadakan investigasi rantai pemantauan asal kebun sawit ilegal di 
dua Kawasan di titik konservasi lainnya di Sumatera bagian tengah, lansekap Bukit 
Tigapuluh (Peta 2):  
¶ Koridor Harimau Bukit Batabuh dan Kaw asan Hutan sekitar 23, dan  

¶ Kawasan konsesi Hak Penguasahaan Hutan (HPH) yang sudah habis masanya, PT 

Hatma Hutani 24. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peta  1.ðTutupan lahan teridentifikasi oleh tim RETN di  Taman Nasional T esso Nilo pada 2017. 

Sejumlah area  ñKawas an tebangan dengan sebagian tanaman ò juga memiliki sawit muda 

meskipun tidak dikelola dengan baik. Umur panen dianggap lebih lama daripada yang normal 

(5 dibanding 3) karena pertumbuhan sawit di banyak kawasan tidaklah seragam dan sejumlah 

petani masih men unggu hingga pohon siap untuk dipanen.  
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Peta 2. Riwayat deforestasi di dan sekitar wilayah kajian dimana EoF mengadakan 
investigasi pada 2017 (dengan nama dengan teks merah) atau tahun -tahun sebelumnya 
(nama dengan teks hitam).  
 
 
 

Kotak  1. Semua  perkebunan sawit di dalam kawasan lindung seperti TNTN dan 
ñKawasan Hutanò Pemerintah, dianggap ilegal. Transa ksi TBS yang berasal dari tempat -
tempat tersebut dianggap illegal dan siapapun yang terlibat dalam proses transaksi 
bisa mendapat dakwaan  pidana di Indonesia ( Kotak  1). Pasal-pasal tersangkut  Undang -
undang No. 18/2013  ñPencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutanò soal 
pengembangan kebun sawit dalam Kawasan hutan dan transaksi produk dari 
perkebunan tersebut yang diterjemahkan dalam Bahas a Inggris oleh FA O25  O26 ):  
 
Bab IV Pemberantasan Perusakan Hutan , 
Bagian Kedua Ketentuan Perbuatan Perusakan Hutan , 
Pasal 17  
(2) Setiap orang dilarang :  
b. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan;  
e. membeli, memasarkan, dan/a tau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang 
berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin .  
 
BAB  X Ketentuan Pidana,  
Pasal 92  
(1) Orang perseorangan yang sengaja :   
a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasa n hutan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau  

Tesso Nilo 
ecosystem 

Bukit 
Tigapuluh 
landscape 












































